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PENDAHULUAN

A. PENGERTIAN

Rencana Kerja Tahunan merupakan langkah tehnis lanjutan dari penyusunan
Rencana Strategis Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan yang
selanjutnya dijabarkan dalam Program dan Kegiatan selama satu tahun dengan
memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin timbul.

Rencana Kerja Tahun 2020 disusun berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan
Daerah Tahun 2020 yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Purworejo
Tanggal 31 Mei 2019 Nomor : 21 Tahun 2019.

Rencana Kerja Tahunan tahun 2020 juga disusun berdasarkan Rencana Strategis Dinas

yang telah ditetapkan yaitu Renstra tahun 2016 — 2021.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersin dan Bebas dari Korupsi ,Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Berita Negara
Republik Indonesia Nomor 4287);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Pemerintahan Daerah. ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4437) segaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua ataa UndangOundang
Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844).

5. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberatasan

Korupsi;



6. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 31/M.
PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja;

7. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/1X/6/8/2003 tentang
Perbaikan Pedoman Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo;

9. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan
Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil

Menengah dan Perdagangan Kabupaten Purworejo;

10. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 42 Tahun 2018 tanggal 22 Juni 2018 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purworejo Tahun 2020

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1. Tugas Pokok

Berdasar Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo No. 14 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo Dinas
Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Purworejo,
mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Daerah di Bidang Koperasi

Usaha Mikro Kecil dan Menengah Perdagangan serta pengelolaan Pasar.

2. Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 80 Tahun 2016 pasal 4

Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Purworejo

menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah,
dan bidang perdagangan yang meliputi koperasi, usaha mikro, kecil dan
menengah serta perdagangan dan pengelolaan pasar.

b. Penyusunan dan pelaksanaan rencana program kerja bidang koperasi, usaha
kecil dan menengah, dan bidang perdagangan yang meliputi koperasi usaha

mikro, kecil dan menengah serta perdagangan dan pengelolaan pasar.



Pembinaan dan pengendalian teknis  bidang koperasi, usaha kecil dan
menengah, dan bidang perdagangan yang meliputi koperasi usaha mikro, kecil

dan menengah serta perdagangan dan pengelolaan pasar.

. Penyelenggaraan Perijinan dan pelayanan umum di bidang bidang koperasi,

usaha kecil dan menengah, dan bidang perdagangan yang meliputi koperasi
usaha mikro, kecil dan menengah serta perdagangan dan pengelolaan pasar.
Pelaksanaan Koordinasi kegiatan dan kerjasama teknis dengan pihak lain
bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, dan bidang perdagangan yang
meliputi koperasi usaha mikro, kecil dan menengah serta perdagangan dan
pengelolaan pasar.

Pembinaan UPT dalam pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan/atau
kegiatan teknis penunjang tertentu.

Penyelenggaraan monitoring evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan
tugas tugas bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, dan bidang
perdagangan yang meliputi koperasi usaha mikro, kecil dan menengah serta
perdagangan dan pengelolaan pasar.

. Penyelenggaraan Kesekretariatan Dinas KUKMP.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

D. SUSUNAN ORGANISASI

Susunan Organisasi Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan

terdiri dari :
a. Kepala Dinas
b. Sekretaris
c. Bidang Koperasi
d. Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

@

Bidang Perdagangan dan Pengelolaan Pasar .

Kelompok Jabatan Fungsional



Adapun tugas dan fungsi masing-masing sebagai mana tercantum dalam
Peraturan Bupati Purworejo Nomor 80 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan

organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja adalah sebagai berikut :

a. Sekretariat.

Mempunyai tugas mengkoordinasikan penyiapan perumusan kebijakan
teknis dan menyelenggarakan tugas Bidang secara terpadu, melayani dan
mengendalikan administrani, yang meliputi perencanaan umum, keuangan dan
kepegawaian.

Fungsi :

a. Pengkoordinasian penyiapan perumusan kebijakan tehnis .

b. Mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu.

c. Mengkoordinasikan  penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian
administrasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan dan umum.

d. Pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi
keuangan dan kepegawaian.

e. Pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi

umum dan kepegawaian.

f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai

dengan tugas dan fungsi.

Bidang Koperasi
Bidang Koperasi mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan

teknis, membina, melaksanakan, dan mengendalikan bidang koperasi yang

meliputi kelembagaan, pengawasan serta pembiayaan dan pengembangan usaha.

Fungsi :

a. Penyiapan perumusan kebijakan tehnis, pembinaan, pelaksanaan
pengendalian dan pengawasan di bidang kelembagaan.

b. Penyiapan perumusan kebijakan tehnis, pembinaan, pelaksanaan,
pengendalian dan pengawasan di bidang pengawasan.

c. Penyiapan perumusan kebijakan tehnis, pembinaan, pelaksanaan dan
pengendalian di bidang pembiayaan dan pengembangan usaha.

d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
DINKUKMP sesuai dengan tugas dan fungsi.



C.

Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai tugas menyiapkan
perumusan kebijakan teknis, membina, melaksanakan, dan mengendalikan
bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yang meliputi Kelembagaan,
pengembangan jaringan usaha dan permodalan serta promosi dan pemasaran.

Fungsi :

a. Penyiapan perumusan kebijaksanaan tehnis, pembinaan, pelaksanaan dan
pengendalian bidang kelembagaan usaha mikro kecil dan menengabh;

b. Penyiapan perumusan kebijaksanaan tehnis, pembinaan, pelaksanaan dan
pengendalian bidang pengembangan jaringan usaha dan permodalan usaha
mikro kecil dan menengah;

c. Penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan
pengendalian di bidang Promosi dan pemasaran usaha mikro kecil dan
menengah.

d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala DINKUKMP
sesuai dengan tugas dan fungsi.

Bidang Perdagangan dan Pengelolaan Pasar
Bidang Perdagangan dan Pengelolaan Pasar mempunyai tugas

menyiapkan perumusan kebijakan teknis, membina, melaksanakan, dan

mengendalikan bidang perdagangan dan pengelolaan pasar, yang meliputi

perdagangan, pengelolaan pasar dan kemetrologian.

Fungsi :

a. penyiapan perumusan kebijakan tehnis, pembinaan, pelaksanaan dan
pengendalian dibidang perdagangan.

b. penyiapan perumusan kebijakan tehnis, pembinaan, pelaksanaan dan
pengendalian di bidang Pengelolaan Pasar .

C. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan
pengendalian di bidang kemetrologian;

d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala DINKUKMP

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas dan fungsi sesuai
dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan.



E. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan dan Pariwisata
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil,

Menengah dan Perdagangan Kabupaten Purworejo.

KEPALA DINAS

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL SEKRETARIAT
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Untuk melaksanakan tugas pokok, Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan
Perdagangan mempunyai fungsi membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan
Pemerintahan Daerah di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah dan bidang
perdagangan sesuai dengan kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan
kepada daerah yang meliputi koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah serta

perdagangan dan pengelolaan pasar.

Mandat / Kewenangan Instansi
Sesuai dengan Perda Kabupaten. Purworejo nomor 14 Tahun 2016 dan
Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2016 Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan
Perdagangan Kabupaten Purworejo diberi mandat atau kewenangan daerah untuk
melaksanakan tugas di Bidang Koperasi dan UMKM dan Perdagangan serta

Pengelolaan Pasar..

Kewenangan di Bidang Koperasi
1. Pembinaan dan Pengembangan Koperasi;
2. Pengembangan Usaha Koperasi;

3. Pengawasan dan Pengendalian Koperasi.

Kewenangan di Bidang Usaha Kecil dan Menengah
1. Pembinaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Keci dan Menengabh;
2. Pengembangan Usaha, Usaha Mikro, Kecil dan Menengabh;

3. Pengawasan dan Pengendalian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Kewenangan di Bidang Perdagangan dan Pengelolaan Pasar

1. Memberdayakan Pengusaha untuk meningkatkan Daya Saing Pemasaran dan
Kemitraan serta Mewujudkan Tertib Niaga dan Perlindungan Konsumen.

2. Pengelolaan SDM Pasar dan Pedagang Pasar, Pelayanan, Penyediaan Fasilitas
Pasar, K3 PKL dan Pendapatan Sektor Retribusi Pasar.



F. KONDISI AKTUAL
Secara garis besar kondisi aktual pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah
dan Perdagangan Kabupaten Purworejo cukup mendukung penyelenggaraan tugas
pokok dan  fungsi lembaga ini, meskipun  masih memerlukan

penyempurnaan/pembenahan untuk optimalisasi pelaksanaan tugas selanjutnya.

Jumlah pegawai sebanyak 148 orang dengan komposisi pegawai
sebagai berikut : 1 Kepala Dinas.

Sekretaris

Kepala Bidang.

Kepala Seksi .

Ka Sub Bagian.

N N © W -

Pejabat Fungsional
130 Pelaksana.
Jumlah : 148 Orang

Dengan dukungan fasilitas sebagai berikut :

Kendaraan roda 4 4 unit
Kendaraan roda dua 43 unit
Komputer 16 unit
LCD proyektor 2 unit
Printer 6 buah
Meja Komputer 16 buah
Mesin Ketik 10 buah
Lap top 5 buah
Not Book 2 buah
G. SWOT

Dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi sesuai Peraturan Bupati
Purworejo Nomor 80 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas pokok dan Fungsi serta Tata
Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Purworejo
banyak dipengaruhi faktor dari dalam Internal maupun luar (eksternal).

1. Faktor Internal
a. Kekuatan (Strenghts)
1. Tersedianya bahan baku yang cukup,sarana prasarana,.

2. Tersedianya tenaga kerja yang memadai.



3. Semangat berwiraswasta yang cukup baik

4. Pelimpahan kewenangan di bidang koperasi dan ukm, dalam  pelaksanaan
otonomi daerah

5. Tersediannya jumlah karyawan yang cukup memadai sehingga dapat
mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;

6. Tersedianya sarana kerja yang memadai sehingga akan mendukung kelancaran
pelaksanaan tugas;

7. Lokasi kerja yang strategis sehingga memungkinkan untuk bertindak cepat

dalam mengantisipasi dan penyelesaian permasalahan yang terjadi di daerah.

b. Kelemahan (Weaknesses)

1). Jiwa wiraswasta rendah dan keterbatasan dalam mengakses informasi teknologi,
pasar dan modal;

2). Kualitas SDM yang profesional masih terbatas;

3). Kemampuan daya saing ( kompetisi ) yang masih rendah;

4). Lambannya Peraturan Pemerintah dalam rangka pelaksanaan pelimpahan
kewenangan daerah;

5). Kualitas SDM karyawan yang belum memadai sehingga sering menjadi kendala
dalam penyelesaian tugas pokok dan fungsi;

6). Pemanfaatan sarana dan prasarana belum optimal sehingga perlu adanya
langkah langkah agar sarana yang tersedia dapat digunakan secara optimal;

7). Keterbatasan dana sehingga hasil dari kegiatan kurang optimal.

2. Faktor Eksternal
a. Peluang (Opportunity)

1). Perda No. 14 tahun 2016 tentang Pembentukan, Kedudukan tugas pokok dan
fungsi menjadi peluang bagi Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan
Perdagangan Kabupaten Purworejo untuk melaksanakan pekerjaan dalam
rangka mensukseskan pembangunan di daerah;

2). Peningkatan daya beli masyarakat;

3). Pola kemitraan usaha;

4). Meningkatnya dukungan dari Pemerintah Pusat maupun non pemerintah;

5). Adanya kesempatan mengikutsertakan Diklat teknis maupun fungsional

sehingga akan dapat meningkatkan kualitas SDM sesuai tuntutan kedinasan;



6). Tuntutan masyarakat tentang penyelenggaraan pembangunan yang transparan
dan akuntabel sehingga Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan
Perdagangan dapat meningkatkan kinerjanya;

7). Adanya peluang pengurusan kegiatan ke Propinsi dan Pusat sehingga akan
dapat menambah peningkatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan

di daerah;

. Ancaman (Threat)

1). Daya saing pasar dalam era globalisasi;

2). Masuknya tenaga asing yang profesional;

3). KetidakOstabilan kondisi ekonomi;

4). Pemanfaatan teknologi yang sangat cepat;

5).Terbatasnya kualitas SDM sehingga menjadi kendala dalam pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi;

6). Kebijakan Bupati tentang mutasi pegawai yang sering dilaksanakan besar-
besaran dan mendadak sehingga akan mengganggu kemantapan kerja bagi para
karyawan dan cenderung pelaksanaan kegiatan kembali dari awal bagi pejabat
ataupun karyawan yang baru dimutasi;

7). Adanya efisiensi dana sehingga pelaksanaan program dan kegiatan kurang

optimal

. ISU STRATEGIS

BIDANG PERDAGANGAN PENGELOLAAN PASAR DAN

METROLOGI

a. Meningkatkan peran serta sektor perdagangan dalam perekonomian daerah.

b. Pembangunan Pasar Purworejo tahun 2020 tidak dapat menampung seluruh
perdagangan.

c. E- Retribusi baru dilaksanakan pada lima pasar daerah;

d. Pedagang Pasar Baledono mengeluhkan kondisi pasar yang sepi;

e. Perjanjian Pemerintah Kabupaten Purworejo dengan PT. Karsa Bayu Bangun
Perkasa terkait Pasar Kutoarjo;

f. Belum tersedianya gedung unit metrologi legal, saat ini pelaksanaan metrologi
legal bertempat di Pasar Baledono;

g. Perlunya penambahan peralatan standar kemetrologian. Untuk meningkatkan
pelayanan metrologi legal sebagai upaya perlindungan konsumen, saat ini
beberapa peralatan standar masih bekerja sama dengan repartir;

h. Belum tersedianya pengelola SRG
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Undang Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang mana
mengamanatkan bahwa  penyelenggaraan urusan pemerintahan sub urusan
standardisasi dan perlindungan konsumen khususnya terkait dengan pelayanan tera
dan tera ulang serta pengawasan kemetrologian akan beralih dari UPTD Metrologi
Legal dan Unit Kerja Provinsi kepada Unit Kemetrologian Kabupaten/ Kota.

Dengan adanya peralihan kewenangan tersebut, dan untuk menjaga
harmonisasi pengaturan dalam penyelenggaraan pelayanan tera dan tera ulang serta
pengawasan kemetrologian, Pemerintah Daerah segera mempersiapkan dan
mempercepat pembentukan Unit Metrologi Legal untuk melakukan tera/ tera ulang
dan/atau pengawasan kemetrologian.

Sesuai dengan Permendag No 115 Tahun 2018, maka untuk melaksanakan
pelayanan tera/tera ulang UML harus memiliki SKKPTTU UTTP dan Cap Tanda
Tera.

Adapun syarat untuk dapat memiliki SKKPTTU UTTP adalah sbb:

1. Mempunyai tugas dan fungsi pelayanan Tera dan Tera Ulang UTTP pada
Struktur Organisasi dan Tata Kerja dinas yang membidangi Perdagangan dan
mempunyai paling sedikit 1 (satu) orang Penera;

2. Memiliki atau menguasai ruang pelayanan Tera dan Tera Ulang, dan ruang
penyimpanan Standar Ukuran dan peralatan pendukung

3. Memiliki Standar Ukuran dan peralatan pendukung minimal yang tertelusur
paling sedikit untuk melakukan pelayanan Tera dan Tera Ulang 1 (satu) UTTP
besaran massa dan 1 (satu) UTTP besaran volume;

4. Mempunyai Standar Operasional Prosedur dan Instruksi Kerja pada Ruang
Lingkup

5. Memenuhi persyaratan manajemen dan teknis

BIDANG UMKM

1. Kedudukannya sebagai pemain utama dalam kegiatan ekonomi di berbagai sektor
belum didukung dengan produktifitas dan daya saing produk UMK

2. Penyedia lapangan kerja yang terbesar tetapi sebagian besar belum memiliki
kompetensi SDM

3. Pemain penting dalam pengembangan kegiatan ekonomi lokal dan pemberdayaan
masyarakat namun belum terintegrasi dan sinergitas masih rendah

4. Pencipta pasar baru dan sumber inovasi tetapi belum didukung dengan promosi
dan brand produk

5. Masih kurangnya kerjasama kemitraan pelaku UMK dengan Pengusaha
Menengah & Besar.
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10.

11.

12.

N o g A~

Produk belum didukung Packing/kemasan yang menarik

Legalitas yang dipermudah namun belum sebanding dengan jumlah UMK untuk
mengurus ijin;

Pelaku UMK belum membuat laporan kinerja usaha dan melaporkan secara
berkala

Akses Permodalan masih terbatas, kebanyakan belum bankable dan terbentur
pada persyaratan yang diminta kreditur

Pemahaman terkait OVOP di tataran pemerintah/lintas sektoral, masyarakat dan
dunia usaha masih rendah

Masih kurangnya kerjasama kemitraan pelaku UMK dengan Pengusaha
Menengah & Besar.

Masih kurangnya dalam memanfaatkan IT dalam membangun networking,

promosi dan pemasaran

BIDANG KOPERASI

Berkaitan dengan Badan Hukum Koperasi saat ini bahwa usulan badan hukum
koperasi melalui SISMINBHKOP sehingga masih banyak terjadi kendala
mengingat deputi kelembagaan koperasi Kementerian Koperasi menangani
usulan badan hukum koperasi seluruh Indonesia;

Nomor Induk Koperasi (NIK) pada prosesnya mengalami kendala karena harus
dilengkapi dengan anggaran dasar yang pertama sedangkan kepengurusan
koperasi berubah sesuai dengan periode kepengurusan

Banyak koperasi yang tidak aktif ada 26 koperasi Pemerintah berupaya untuk
mengaktifkan kembali keberadaan koperasi ini mengingat masih mempunyai
tanggungan hutang baik pada pemerintah maupun lembaga keuangan;

Revitalisasi KUD yang beku;

Jumlah Koperasi 268 Koperasi.

Koperasi aktif 238, Tidak aktif 30

Koperasi sehat sejumlah 120 koperasi sesuai dengan hasil penilaian meliputi 7

aspek.
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BAB I1
SASARAN, INDIKATOR DAN PROGRAM

Sasaran Indikator dan Program dalam Rencana Kinerja Tahunan 2021, meliputi :

No.

Sasaran

Indikator

Program

1

Meningkatnya dukungan
kinerja perangkat daerah

Cakupan dukungan kinerja
perangkat daerah

1. Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran

2 Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana

3 Program
Peningkatan
Pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja
dan Keuangan

4.Penyusunan Data

Dasar Pembangunan

Meningkatnya kuantitas
dan kualitas koperasi dan
UMK (usaha mikro dan
kecil)

Prosentase pertumbuhan
koperasi (baru, aktif sehat)

1. Program
Peningkatan
kualitas
kelembagaan
koperasi

Prosentase pertumbuhan
UMK

1. Program
pengembangan
dan pemberdayaan
usaha mikro kecil

3 | Meningkatnya Pertumbuhan PDRB sector 1. Program
produktivitas sektor perdagangan Peningkatan
perdagangan sarana dan

prasarana
perdagangan
2. Program

perlindungan
konsumen dan
pengamanan
perdagangan
daerah

3. Program
peningkatan
promosi
perdagangan
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BAB 111

KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Rincian Kegiatan dan Indikator Kinerja

Menengah dan Perdagangan Kabupaten Purworejo Tahun 2021.

KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
1. Penyediaan jasa surat Jasa surat masuk dan keluar
menyurat
2. Penyediaan jasa komunikasi, Rekening listrik, air, telpon
sumber daya air dan listrik
3. Penyediaan jasa kebersihan Jasa kebersihan kantor
kantor
4. Penyediaan alat tulis kantor ATK
5. Penyediaan barang cetakan Cetak dan penggandaan
dan penggandaan
6. Penyediaan komponen Lampu listrik, batere
instalasi listrik/ penerangan
bangunan kantor
7. Penyediaan bahan bacaan dan langganan surat kabar
peraturan per Undang
Undangan
8. Penyediaan makanan dan Makan daminum harian dan rapat kantor
minuman
9. Rapat koordinasi dan Koordinasi dan konsultasi luar daerah
konsultasi ke luar daerah
10. | Rapat koordinasi dan Koordinasi dan konsultasi dalam daerah
konsultasi ke dalam daerah
11. | Penyediaan jasa keamanan Jasa keamanan kantor
kantor
12. | Penyediaan peralatan Alat kebersihan kantor
kebersihan dan bahan
pembersih
13. | Pemeliharaan rutin /berkala Pemeliharaan gedung kantor
gedung kantor
14. | Pemeliharaan rutin/berkala Pemeliharaan roda 2 dan 4
kendaraan dinas/operasional
15. | Pemeliharaan rutin/berkala Pemeliharaan komputer dan mesin ketik

peralatan gedung kantor
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16. | Penyusunan Pelaporan Laporan keuangan SKPD(Calk, Neraca,
K LRA,Penjabaran, laporan Keuangan Bulanan,
euangan ) .
Laparan Pajak, Prognosis, Laporan
Fungsional)
17. | Penyusunan Perencanaan dan RKA Murni dan Perubahan, DPA Murni dan
Evaluasi Pelaporan Perubahan, Ranwal, Renja Murni dan
P Perubahan, Perjanjian Kinerja Murni dan
Perubahan, RKT Murni dan Perubahan,LKJIP,
LKPJ,LPPD, Laporan Bulanan Fisik dan
Keuangan, Laporan Triwulanan, Laporan
Tahunan.
18 Penyusunan Data Dasar Data dasar pembangunan
Pembangunan
19. | Monitoring Harga Sembako Data dan informasi harga sembako dan
dan Pengawasan Barang/Jasa pengawasan barang jasa di pasar
di Pasar
20. | Pengawasan Distribusi Pupuk Dokumen pengawasan distribusi pupuk
- bersubsidi
Bersubsidi
21. | Operasional pelayanan Operasional kemetrologian, dokumen tera
. ulang
kemetrologian
22. | Pengawasan distribusi BBM Dokumen pengawasan distribusi BBM dan
dan BBG BBG
23. | Pelayanan UTTP (ukur takar Operasional kemetrologian, dokumen tera
: ulang alat UTTP
timbang dan perlengkapannya)
24. | Penyusunan Database UTTP Data UTTP akurat
25. | Fasilitasi SKKPTU UTTP Terbithya SKKPTTU
26 | Kalibrasi Peralatan Standar Tersedianya sertifikat standar kemetrologian
Kemetrologian
27 | Penerbitan Kwitansi dan Stiker Tersedianya kwitansi tera ulang dan stiker tera
Tera Ulang UTTP alat UTTP
28 | Pembangunan Unit Metrologi Tersedianya gedung unit metrologi legal
Legal
29 | Penyediaan Sarana Pendukung Tersedianya sarana pendukung unit metrologi
Unit Metrologi Legal legal
30 | Penumbuh kembangan Jiwa Tumbuhnya jiwa kewirausahaan
Kewirausahaan
31. | Pelatihan Pecking/Kemasan Meningkatnya Pemasaran Produk UMK
32. | Temu Usaha Permodalan dan Temu usaha, pelatihan marketing online,
Pemasaran UMK promosi UMKM
33. | Fasilitasi perijinan PIRT UMK Terlatihnnya  Kelompok UMK  tentang
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Managemen

34. | Pengembangan OVOP Pemanfaatan ketrampilan magang produk
unggulan
35. | Pelatihan Manjemen Terlatihnya  Kelompok UMK  tentang
Kelompok UMK Managemen
36. | Fasilitasi Inkubasi Bisnis Kapasitas UMK Meningkat
37. | Operasional Pasar Daerah Operasional pasar daerah
38. | Operasional pengelolaan resi Terlaksananya kegiatan pengelolaan resi
gudang (SRG) gudang
39. | Operasional Kebersihan Pasar Layanan Kebersihan Pasar
Daerah
40. | Evaluasi dan Rekonsiliasi Dana Operasional
PAD
41. | RevitalisasinPasar Daerah Pembangunan Pasar Daerah
42. | Pameran Produk Unggulan Pameran Produk Unggulan Daerah
Daerah
43. | Fasilitasi Pasar Lelang Agro Menfasilitasi kegoiatan pasar Lelang Agro.
44. | Pameran produk  unggulan Pameran 7 komoditas Unggulan Daerah

Daerah 7 Komodirtas Derah

terselenggara
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BAB IV

FAKTOR-FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN

A. ANALISA LINGKUNGAN INTERN

Lingkungan intern yang menjadi kekuatan dan kelemahan untuk mencapai

keberhasilan :
1. KEKUATAN

Yang menjadi kekuatan dalam menyusun Rencana Kerja adalah ;

a.

Tersedianya sumber daya manusia yang cukup jumlahnya sehingga memudahkan
pembentukan hubungan kerja, koordinasi, kerjasama, dan team work;

Sebagai Satuan Kerja yang memberi kontribusi kepada Pemerintah Daerah
Kabupaten Purworejo ( PAD ) dari retribusi Pasar, Kebersihan dan Parkir.

Sebagai Satuan Kerja yang melaksanakan Monitoring Harga sehingga harga
sembako terpantau / terkendali

Sebagai Satuan Kerja yang melaksanakan pengawasan barang beredar dan jasa
sehingga terwujud barang dan atau jasa yang beredar di pasar yang memenuhi
standar mutu;

Sebagai Satuan Kerja yang melaksanakan Pengawasan Distribusi Pupuk Bersubsidi
sehingga dapat terpenuhinya Kkinerja distributor dan pengecer resmi pupuk
bersubsidi;

Sebagai Satuan Kerja yang melaksanakan kegiatan Perlindungan Konsumen
sehingga dapat ditemukannya barang barang yang beredar tidak sesuai standar,
utamanya makanan dan minuman di pasar dan toko ( barang barang kadaluarsa)
Sebagai Satuan Kerja yang melaksanakan Fasilitasi Pasar Lelang Agro,
terkoordinirnya pengusaha komoditi agro Kabupaten Purworejo

Sebagai Satuan Kerja yang melaksanakan kegiatan Pembinaan Koperasi dan Usaha
Mikro Kecil Menengah sehingga perekonomian masyarakat melalui lembaga
Koperasi akan lebih meningkat dan usaha mikro kecil dan menengah akan

berkembang dengan baik.

2. KELEMAHAN

Yang menjadi kelemahan dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan adalah :

a.

Masih kurangnya profesionalisme, kompetensi dan kemampuan sumber daya

manusia sehingga berpengaruh terhadap kecepatan dan ketepatan kerja;
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b. Terbatasnya dana untuk pengembangan profesionalisme, kompetensi dan
kemampuan sumber daya manusia sehingga berpengaruh terhadap peningkatan
kualitas sumber daya manusia;

c. Sarana dan prasarana (perlengkapan) kerja belum memadai sehingga berpengaruh
terhadap kenyamanan, kecepatan, ketepatan, dan keamanan kerja;

d. Metode kerja yang berubah-ubah karena adanya perubahan peraturan yang lebih
tinggi yang tidak diikuti oleh petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis yang jelas dan
lengkap.

B. ANALISA LINGKUNGAN EKSTERN

Lingkungan ekstern yang menjadi peluang dan ancaman terhadap pencapaian
keberhasilan :

1. PELUANG

Yang menjadi peluang dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan 2021 adalah :

a. Perbub Nomor 80 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan, organisasi tugas dan
fungsi serta tata kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
Kabupaten Purworejo menjadi peluang bagi DINKUKMP Kabupaten Purworejo,
untuk melaksanakan pekerjaan dalam rangka mensukseskan pembangunan di
daerah;

b. Peningkatan daya beli masyarakat;

c. Pola kemitraan usaha;

d. Meningkatnya dukungan dari Pemerintah Pusat maupun non Pemerintah

2. ANCAMAN
Yang menjadi ancaman dalam menyusun Rencana Kerja adalah :
a. Daya saing pasar dalam era globalisasi;
b. Masuknya tenaga asing yang profesional,
c. Ketidak stabilan kondisi ekonomi;

d. Pemanfaatan teknologi yang sangat cepat.
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STRATEGI
Strategi adalah langkah langkah yang berisi program - program indikatif untuk
mewujudkan visi misi SKPD. Strategi tersebut adalah :
1. Mengembangkan pemasaran produk daerah, kemitraan usaha, mewujudkan tertib
niaga dan perlindungan konsumen;
2. Menguatkan akses informasi potensi bidang koperasi, usaha kecil menengah dan
perdagangan..
3. Meningkatkan SDM pelaku koperasi, Usaha kecil menengah dan perdagangan.

4. Mengupayakan peningkatan koperasi sehat berkelanjutan setiap tahunnya.

Strategi yang digunakan :

1. Mengoptimalkan Kekuatan Untuk Memanfaatkan Peluang Yang Tersedia
2. Mengurangi Kelemahan Untuk Memanfaatkan Peluang Yang Tersedia

3. Menggunakan Kekuatan Untuk Mencegah dan Mengatasi Kelemahan
4

. Mengurangi Kelemahan Untuk Mencegah/Mengatasi Ancaman

TABEL ANALISIS SWOT

ALE / ALI Kekuatan (S) Kelemahan (W)
Peluang (()) (S)+(0) = (0) + (W)
Ancaman (T) (S) + (1) M+W)=
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BAB V
TUJUAN

A. TUJUAN.

1. Meningkatkan kualitas komoditas pertanian yang mendukung daya saing daerah.

2. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur yang mendukung investasi dan kemajuan
daerah.

3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk pembangunan daerah.

4. Meningkatkan daya saing daerah sehingga dapat memberikan kontribusi untuk
pendapatan daerah.

B. SASARAN

1. Meningkatnya penggunaan pola agri bisnis dan agro industri dalam pengelolaan potensi
pertanian

2. Meningkatnya kualitas Sarana Prasarana Pendukung aktifitas ekonomi (jalan, jembatan,
irigasi, listrik, sarana air bersih dan lain-lain)

3. Optimalisasi pemanfaatan sumber-sumber pendapatan serta aset-aset Pemerintah
Daerah.

4. Optimalisasi kualitas dan peran BUMN dan Koperasi.

B. KEBIJAKAN

1. Menciptakan struktur ekonomi yang seimbang antara sektor primer dan sekunder
melalui pengembangan koperasi UMKM dan perdagangan dengan memanfaatkan
teknologi tepat guna

2. Meningkatkan pemasaran hasil produksi UKM dan memperkuat jaringan kemitraan

3. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan usaha untuk mewujudkan tetib niaga dan
perlindungan konsumen.

4. Meningkatkan SDM pasar pengembangan / pemeliharaan sarana dan prasarana
perdagangan.

5. Meningkatkan struktur permodalan, kualitas kelembagaan serta kegiatan usaha

Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan menengah.
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. PROGRAM

Pelayanan administrasi perkantoran .

Peningkatan sarana dan prasarana aparatur.

Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan.
Penyusunan Data Dasar Pembangunan.

Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Pengembangan dan Pemberdayan Usaha Mikro Kecil.

Perlindungan konsumen dan pengamanan Perdagangan Daerah.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdagangan

Peningkatan Promosi Perdagangan.
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BAB VI
PENUTUP

Rencana Kerja Tahunan (RKT) ini merupakan tindak lanjut dan implementasi dari
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
Kabupaten Purworejo Tahun 2016 — 2021

Untuk mewujudkan semua Rencana Kerja Tahunan (RKT) tahun 2021 ini diperlukan
semangat dan tekad serta dukungan dari semua komponen untuk mensukseskan pembangunan
di Kabupaten Purworejo sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi Usaha Kecil
Menengah dan Perdagangan Kabupaten Purworejo

Purworejo,  Januari 2020
Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah
dan Perdagangan
Kabupaten Purworejo

Drs.BAMBANG SUSILO
Pembina tk |
NIP. 19650717 198603 1 014
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KATA PENGANTAR

Dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Purworejo Nomor 21 Tahun 2019
tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Purworejo
Tahun 2020 maka setiap Satuan Kerja diwajibkan menjabarkan kedalam
Rencana Kerja Tahunan ( RKT).

Rencana Kerja Tahunan (RKT) disusun dengan berorientasi pada hasil
yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun dengan memperhitungkan

potensi, tantangan, peluang dan kendala yang dihadapi.

Rencana Kerja Tahunan tahun 2021 ini memuat materi Renstra Dinas
Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Purworejo yang
mencakup : Tujuan, Sasaran dan Program serta Kegiatan yang realistis untuk

mengantisipasi masa depan.

Dengan telah disusunnya Rencana Kerja Tahunan (RKT) ini diharapkan
pelaksanaan teknis kegiatan pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan

Perdagangan Kabupaten Purworejo dapat lebih terarah, terpola dan terpadu.

Purworejo,  Januari 2020
Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah
dan Perdagangan
Kabupaten Purworejo

Drs.BAMBANG SUSILO
Pembina Tk |
NIP. 19650717 198603 1 014
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RENCANA KERJA TAHUNAN

(RKT)
TAHUN 2021

PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN

PERDAGANGAN

KABUPATEN PURWOREJO
JIn. Jenderal Sudirman No. 22 Telp. (0275) 321028 Purworejo
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